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KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara /
Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung
Republik  Indonesia yang  berkewajiban  menyelenggarakan akuntansi dan laporan
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu
pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran,
Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada PMK Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/2022, dan Surat DJPB (PB) Nomor S-
31/PB/PB.6/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta Surat No. S-
31/PB/PB.6/2023 tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian
Negara/Lembaga TW III TAHUN 2025 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi. Laporan Keuangan ini telah
disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan
yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai
laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan
transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada
manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik (good governance).

Pangkalan Balai, 24 Oktober 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SADAT PRAYUDI, S.H.

NIP.19740710 2006041 003
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Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

J1. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin IIT
Banyuasin - Sumatera Selatan
Telp/fax : (0711)-5723669
e-mail : pn.pangkalanbalai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai TW III Tahun 2025 yang terdiri dari: Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas
Laporan Keuangan per 30 September Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah

merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan

posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 24 Oktober 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SADAT PRAYUDI, S.H.
NIP.19740710 2006041 003
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Ringkasan

Berdasarkan PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 217/2022, dan Surat DJPB  (PB)
Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor  222/PMK.05/2016 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga,
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan
menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku

pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai TW III TAHUN 2025 ini telah disusun dan
disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja,
yang terdapat dalam peroide tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan anggaran
Rp151,990,000 (seratus lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)
terealisasi untuk TW Il sebesar Rp103,127,944 ( seratus tiga juta seratus dua puluh tujuh ribu

sembilan ratus empat empat rupiah).

2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per
30 September 2025. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi,
sebagaimana yang diwajibkan dalam PMK Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan  Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan
PMK Nomor 217/2022, dan Surat DJPB (PB) Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tentang Perubahan
atas PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Nilai Aset TW III TAHUN 2025 per 30 September
2025 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp.103,127,944 (seratus tiga juta seratus dua puluh
tujuh ribu sembilan ratus empat empat rupiah), Kewajiban sebesar Rp7,997,134,802 (tujuh
miliyar sembilan ratus sembilah puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua
rupiah). Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp7,997,134,802 (tujuh miliyar

sembilan ratus sembilah puluh tujuh juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua

rupiah) dan Rp3,580,650 (Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus lima nol rupiah).
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3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari
operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos
luar biasa, dan  surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan
TW III TAHUN 2025 untuk periode 2025 , jumlah pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
sebesar Rp27,530,500. Jumlah Beban Rp. 109,734,502 (seratus sembilan juta tujuh ratus tiga
puluh empat ribu lima ratus dua rupiah) Surplus/ (Defisit)-LO sebesar Rp82,204,002 (deapan

puluh dua juta dua ratus empat ribu dua rupiah).
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 30
September 2025 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp.0 Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp82,204,002
(deapan puluh dua juta dua ratus empat ribu dua rupiah) dan Ekuitas akhir sebesar Rp.3,580,650

(Tiga juta lima ratus delapan puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
5. Lampiran Laporan Keuangan

Lampiran Laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau
analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.
Termasuk pula dalam lampiran laporan keuangan ini adalah penyajian informasi yang diharuskan
dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya

yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal
30 September 2025, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis
kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan
Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan

basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2025, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana
diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya
kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening

kas negara.
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Laporan Realisasi Anggaran elipl

[. Laporan Realisast Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 September 2025
( dalam satuan Rupiah)

Uraian Catatan PER 30 September 2025 TRIWULAN III 2024

Anggaran Realisasi Realisasi

A. Pendapatan Negara B.1 0 0 0 0
dan Hibah

1. Penerimaan Negara B.1.1 46,449,000 27,530,500 59,27 24,057,000
Bukan Pajak
Jumlah Pendapatan 46,449,000 27,530,500  59.27 24,057,000
Negara dan Hibah

B. Belanja Negara B.2 0 0 0

1. Belanja Pegawai B.2.1. 0

0 0 0

2. Belanja Barang B.2.2. 151,990,000 103,127,944 67.85 113,597,179

3. Belanja Modal B.2.3. 0 0 0
Jumlah Belanja 151,990,000 103,127,944  67.85 113,597,179
Negara

Pangkalan Balai, 24 Oktober 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Sadat Prayudi, S.H.

I. Laporan Realisasi Anggaran
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II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
NERACA

PER 30 September 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN Catatan 30 JUNI 2025 Des 2024

Aset Lancar C.1
Kas di Bendahara C.1. 8,600,000 0
Pengeluaran
Kas Lainnya dan Setara C.1. 7,984,321,152 0
Kas
Persediaan C.1. 633,000 0
Jumlah Aset Lancar 7,993,554,152 0
KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek C3
Utang kepada Pihak Ketiga C3. 7,984,321,152 0
Utang Yang Belum Di C.3. 4,213,650 0
Tagihkan
Uang Muka dari KPPN C.3. 8,600,000 0
Uang Jangka Pendek CJ3. 0
Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka 7,997,134,802 0
Pendek
Jumlah Kewajiban 7,997,134,802 0
EKUITAS
Ekuitas C4 (3,580,650) 0
Jumlah Ekuitas (3,580,650) 0
Jumlah Kewajiban dan (3,580,650) 0
Ekuitas

| Il. Neraca ml
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III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN OPERASIONAL

PER 30 September 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN Catatan 30 JUNI 2025

Kegiatan Operasional

Pendapatan
Pendapatan Negara Bukan Pajak D.1 27,530,500 26,965,500
Jumlah Pendapatan 27,530,500 26,965,500
Beban
Beban Pegawai D. 2 0 0
Beban Persediaan D. 3 50,185,668 33,479,257
Beban Barang dan Jasa D. 4 57,948,834 55,415,804
Beban Pemeliharaan D. 5 0 0
Beban Perjalanan Dinas D. 6 1,600,000 29,840,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada D. 7 0 0
Masyarakat
Beban Bantuan Sosial D. 8 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi D.9 0 0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih D. 10 0 0
Beban Lain-lain D. 11 0 0
Jumlah Beban 109,734,502 118,735,061
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional (82,204,002) (91,769,561)
Kegiatan Non Operasional D. 12
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar 0 0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban 0 0
Jangka Panjang
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non 0 0
Operasional Lainnya
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non 0 0
Operasional
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa (82,204,002) (91,769,561)
Pos Luar Biasa D. 13
Beban Luar Biasa 0 0
Surplus (Defisit) LO (82,204,002) (91,769,561)
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IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 30 September 2025 DAN 2024
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN JUMLAH
CATATAN 30 September 2025 30 September 2024
1 2 3
EKUITAS AWAL E.1 0 0
SURPLUS/DEFISIT - LO E.2 (82,204,002) (91,769,561)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI E.3 0 0)

EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN
KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN

MENDASAR
Penyesuaian Nilai Aset E.4 0 0
Koreksi Nilai Persediaan ES 0 0
Koreksi Atas Reklasifikasi E.6 0 0
Koreks Nilai Aset Non Revaluasi E.7 0 0
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi E.8 0 0
Koreksi Lain-lain E.9 0 0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS E.10 78,623,352 90,437,811
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS E.11 (3,580,650) (1,331,750)
EKUITAS AKHIR E.12 (3,580,650) (1,331,750)

Pangkalan Balai, 24 Oktober 2025

Kuasa Pengguna Anggaran

Sadat Prayudi, S.H.

| IV. Laporan Perubahan Ekuitas ml
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V. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU
DAN INFORMASI PENTING LAINNYA

1.A. INFORMASI KEUANGAN TERTENTU

1. Informasi Pagu dan Realisasi Anggaran s.d. 30 September 2025
a. Informasi Realisasi Belanja dan Estimasi Realisasi

Lembaga/Kementrian : Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
. Belanja Belanja Belanja
Cratan Pegawai Barang Modal ot
151,990,000 151,990,000
A. Pagu 0 0
0 103,127,944 103,127,944
B. Realisasi s.d. 30 Sept 2025 0
C. % Realisasi s.d. 30 Sept 2025 o o
(B/A) 0 67.85% 0 67.85%
D. Pagu Blokir 0 1.600.000 0 0
E. % Realisasi Setelah
Memperhitungkan Pagu Blokir 0 - - -
(B/(A-D))
F. Trajectory IKPA 0 80% 0% 80%
G. Sisa Pagu s.d. 30 Sept 2025 0 48,862056 0 48,862056
Termasuk Blokir (4 — B)
H. Rencana Realisasi Tw. IV 0 48,862056 0 48,862056
1. Estimasi Total Realisasi 0 151,990,000 0 151,990,000
(B+H)
J. % Estimasi Total Realisasi o o o
(1/4) 0 100% 0% 100%
K. Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
(A-1) 0 0 0 0
L. Estimasi Pagu Tidak Terealisasi
di Luar Blokir 0 0 0 0
(A-D-1)

Sampai dengan triwulan III tahun 2025, realisasi belanja barang/modal/bansos
sebesar Rp. 103,127,944 (67.85% dari pagu belanja barang/modal/bansos). Serapan
tersebut belum mencapai target serapan karena akan di capai banyak pada triwulan [V
nanti beserta ada pagu blokir menyebabkan penyerapannya tidak terhitung sampai
70%.

Atas sisa pagu yang belum terealisasi sampai dengan triwulan III tahun 2025,
direncanakan akan direalisasikan pada triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp.
48,862,056 dengan rincian sebagai berikut:

Untuk belanja pegawai sebesar Rp.48,862,056 hingga akhir tahun 2025.Dengan
demikian, diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2025 total realisasi adalah sebesar
Rp.48,862056 dan perkiraan pagu yang tidak terealisasi adalah sebesar Rp.0,-.
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b. Informasi Pagu Minus Belanja Pegawai Serta Rencana Mitigasi

Lembaga/Kementrian : Mahkamah Agung RI
Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
Jenis Realisasi s.d. | Rencana Total Estimasi Sisa
Belania Uraian Pagu 30 September | Realisasi Realisasi Pagu/Pagu
! 2025 Tw. IV Minus
A B C D E F(D+E) G(C-F)
5111 Belanja Gaji dan - - - - -
Tunjangan PNS
Belanja Gaji dan ) ) ) ) )
5112 |Tunjangan
TNI/Polri
Belanja Gaji dan | ) ) ) )
5113  |Tunjangan Pejabat
Negara
Belanja Gaji Dokter |- - - - -
5114 PTT
Belanja Gajidan | ) ) ) )
5115  |Tunjangan Pegawai
Non PNS
5116 Belanja Gajidan |- - - - -
Tunjangan PPPK
5121  |Belanja Honorarium|~ ) ) ) )
Belanja Tunjangan | ) ) ) )
5124  |Khusus dan Belanja
Pegawai Transito
Total - - - > -

Sampai dengan triwulan III tahun 2025 tidak terdapat pagu minus pada akun
402017.

c. Informasi Pagu Blokir

Lembaga/Kementrian : Mahkamah Agung RI

Satuan Kerja : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Akun Jenis Belanja Pagu Blokir Pagu
A B C D
51 Belanja Pegawai 0 0
52 Belanja Barang 3.200.000 1.600.000
53 Belanja Modal 0 0

Total 3.200.000 1.600.000

Sampai dengan 30 September 2025, terdapat sisa pagu yang masih diblokir
sebesar Rp.1.600.000 sampai dengan Triwulan III 2025, terdapat rencana buka
blokir sebesar Rp.1.600.000,00 yang akan di tarik oleh badan Urusan Administrasi
selaku Eselon 1.
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2. Informasi Outstanding Kontrak Signifikan
a. Informasi OQutstanding Kontrak

Informasi Outstanding kontrak pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai s.d
Seotember 2025 sebesar nihil. Pada Tahun 2025 TERDAPAT SEWA engan
nomor 1/SEK.PN.W6-U10/T1.2.2/1/2025 perjanjian berlangganan jasa
telekomunikasi antara pt. sriwijaya internet services antara pt. sriwijaya
internet services dan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk Sewa Internet
selama 1 Tahun untuk Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah
direalisasikan sepenuhnya sebesar Rp186.000.000,00. Atas pekerjaan tersebut
dimulai dari tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Kuasa Pengguna Anggaran telah
meminta PT. Sriwijaya Internet Services selaku penyedia untuk membuat
surat pernyataan kesanggupan nomor 1/SEK.PN.W6-U10/T1.2.2/1/2025
tanggal 02 Januari 2025.

3. Informasi Progres Likuidasi Entitas Akuntansi TA 2025

a. Progres Likuidasi Berdasarkan Jumlah Satker

Tidak ada nformasi Likuidasi K/L s.d. 30 September 2025 pada Mahkamah Agung
atau badan peradilan dibawahnya terkait pengalihan aset ataupun kewajiban.
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1.B. INFORMASI PENTING LAINNYA
1. Kondisi
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah menandatangani Berita Acara Serah
Terima BMN berupa Barang Operasional dari PT Bank Syariah Indonesia Nomor
1661/W6.U-10/PL.01/IX/2025 tanggal 09 September 2025 sebesar Rp97.800.000.
Sampai saat ini atas hibah tersebut masih menunggu telaah eselon I pada aplikasi
E-Iplans untuk proses pendaftaran hibah tersebut ke KPKNLPalembang.
2. Hal Khusus Menyangkut Program Strategis/Prioritas Nasional/Program
Utama.
Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tidak memiliki Program Strategis/Prioritas
Nasional/Program Utama.

3. Kondisi Keuangan Yang Memerlukan Perhatian Khusus
Nihil-.
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VI. DATA CAPAIAN OUTPUT PER FUNGSI
DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL
TAHUN 2025

Informasi Kinerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan III Tahun 2025

Kementrian/Lembaga
Unit organisasi
Satuan Kerja
Program

Hasil Program
Lokasi

Kegiatan

: Mahkamah Agung RI

: Badan Urusan Administrasi

: Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
: Dukungan Manajemen

: Layanan Operasional

: Pangkalan Balai, Sumatera Selatan

Belanja

Capaian ~ Output

Keterangan

1049.BCA - U03 - Perkara
Perkara Pidana yang
Hukum Diselesaikan
Perseorangan Ditingkat
Pertama di
wilayah Barat
1049.QBA - 032 - Layanan
Layanan Pos Bantuan
Bantuan Hukum di
Hukum lingkungan
Perseoranga Peradilan
n Umum

Anggaran Realisasi
123,990,000 84,461,280  68.12% 71.35% Layanan
28,000,000 18,666,664 66.67% 70.84% Layanan

Pada bulan Januari 2025 s/d
September 2025 perkara
pidana yang diselesaikan
ditingkat pertama adalah
sebanyak 318 perkara.
Anggaran yang terealisasi
sejumlah Rp.84.461.280,-
digunakan untuk fotokopi dan
jilid berkas perkara, pembelian
ATK, penyampaian relaas-
relaas dan pengiriman surat
dinas pos pusat.

Pada bulan Januari 2025 s/d
September 2025, POSBAKUM
PN Pangkalan Balai telah
melayani masyarakat terkait
masalah hukum sebanyak 20
orang.
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LAPORAN PENDUKUNG
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KEMENTERIAN/LEMBAGA
ESELONI

SATUAN KERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

: MAHKAMAH AGUNG 005
: Ditjen Badan Peradilan Umum 03

: PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 402017

Tgl Data

Tgl Cetak
Halaman

- 20/10/25 7:36 AM
- 20/10/25 10:31 AM
1

lap_lIra_face_satker_new_poc

2025 2024
URAIAN ANGGARAN REALISASI (:EV’?,':ﬁ)“fkg'GAIQASN % ANGGARAN REALISASI (:EV’?,':ﬁ)“fkg'GAIQASN %
1 2 4 5 6 7 8 9 10

A. Pendapatan Negara Dan Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0
|. Pendapatan Perpajakan 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Pajak Dalam Negeri 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Pajak Perdagangan Internasional 0 0 0 0 0 0 0 0
Il. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak 46,449,000 27,530,500 (18,918,500) | 59.27 24,057,000 26,965,500 2,908,500 112'3
1. Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Pendapatan BLU 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 46,449,000 27,530,500 (18,918,500) | 59.27 24,057,000 26,965,500 2,908,500 1120
lll. Pendapatan Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.l + A.ll + A.lll) 46,449,000 27,530,500 (18,918,500) | 59.27 24,057,000 26,965,500 2,908,500 112'3
B. Belanja Negara 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Belanja Pemerintah Pusat 151,990,000 103,127,944 (48,862,056)| 67.85 171,800,000 113,597,179 (58,202,821)| 66.12
1. Belanja Pegawai 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Belanja Barang 151,990,000 103,127,944 (48,862,056)| 67.85 171,800,000 113,597,179 (58,202,821)| 66.12
3. Belanja Modal 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Belanja Hibah 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Belanja Bantuan Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Belanja Lain-lain 0 0 0 0 0 0 0
Il. Transfer ke Daerah 0 0 0 0 0 0 0

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi' Elektronik (BSrE) BSSN.
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SATUAN KERJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)

: MAHKAMAH AGUNG 005
: Ditjen Badan Peradilan Umum 03

: PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 402017

Tgl Data :20/10/25 7:36 AM
Tgl Cetak :20/10/25 10:31 AM
Halaman :2
lap_Ira_face_satker_new_poc

URAIAN

2025

2024

ANGGARAN

REALISASI

REALISASI DI ATAS
(BAWAH) ANGGARAN

%

ANGGARAN

REALISASI DI ATAS

REALISASI (BAWAH) ANGGARAN

%

2

4

5

7

8 9

10

1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Transfer Khusus
a. Dana Alokasi Khusus Fisik
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik
c. Hibah Kepada Daerah
4. Dana Otonomi Khusus
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Dana Desa
7. Insentif Fiskal
Jumlah Belanja Negara (B.l + B.II)
C. PEMBIAYAAN

O O O O O O O O O O

151,990,000

0

1

O O O O O O O O O O

03,127,944
0

O O O O O O O O O O

(48,862,056)
0

O O O O O O O O O O

67.85

O O O O O O O O O o

171,800,000

0

O O O O O O O O O O
O O O O O O O O O O

113,597,179 (58,202,821)
0 0

O O O O O O O O O O

66.12

Keterangan :
FINAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

PANGKALAN BALAI, 20 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SADAT PRAYUDI
NIP 197407102006041003




LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005 ) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1100 ) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (402017 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Tgl Data :20/10/25 7:36 AM
Tgl Cetak : 20/10/25 10:29 AM
Halaman :1
lap_lo_satker_poc
KENAIKAN/ "
URAIAN 2025 2024 PENURUNAN (%)
KEGIATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0
PENDAPATAN PERPAJAKAN 0 0 0
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang 0 0 0
Mewah
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 0 0 0
Pendapatan Cukai 0 0 0
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0
Pendapatan Bea Keluar 0 0 0
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 0 0 0
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND) 0 0 0
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya 27,530,500 26,965,500 565,000 2.095
Pendapatan Badan Layanan Umum 0 0 0
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 27,530,500 26,965,500 565,000 2.095
PENDAPATAN HIBAH 0 0 0
Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0
Jumlah Pendapatan 27,530,500 26,965,500 565,000 2.095
BEBAN OPERASIONAL 0 0 0
Beban Pegawai 0 0 0
Beban Persediaan 50,185,668 33,479,257 16,706,411 49.901
Beban Barang dan Jasa 57,948,834 55,415,804 2,533,030 4.571
Beban Pemeliharaan 0 0 0
Beban Perjalanan Dinas 1,600,000 29,840,000 (28,240,000) | (94.638)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda 0 0
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan' oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. [k
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LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

: (005 ) MAHKAMAH AGUNG

: (03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum

: (1100 ) SUMATERA SELATAN

: (402017 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data

1 20/10/25 7:36 AM

Tgl Cetak : 20/10/25 10:29 AM

Halaman

-2

lap_lo_satker_poc

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. [k

URAIAN 2025 2024 BENURONAN | (%)
Beban Pembayaran Bunga Utang 0 0 0
Beban Subsidi 0 0 0
Beban Hibah 0 0 0
Beban Bantuan Sosial 0 0 0
Beban Penyusutan dan Amortisasi 0 0 0
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0 0 0
Beban Transfer ke Daerah 0 0 0
Beban Lain-Lain 0 0 0
JUMLAH BEBAN 109,734,502 118,735,061 (9,000,559)| (7.58)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL (82,204,002) (91,769,561) 9,565,559( (10.423)
KEGIATAN NON OPERASIONAL 0 0 0
Surplus/Defisit Pelepasan Aset 0 0 0
Pendapatan Pelepasan Aset 0 0 0
Beban Pelepasan Aset 0 0 0
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0 0 0
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON 0 0 0
OPERASIONAL
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (82,204,002) (91,769,561) 9,565,559( (10.423)
POS LUAR BIASA 0 0 0
Beban Luar Biasa 0 0 0
POS LUAR BIASA 0 0 0
SURPLUS/DEFISIT - LO (82,204,002) (91,769,561) 9,565,559 (10.423)




Keterangan : PANGKALAN BALAI, 20 Oktober 2025
FINAL Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SADAT PRAYUDI
NIP 197407102006041003

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. [k
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

(005) MAHKAMAH AGUNG

: (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
: (1100 ) SUMATERA SELATAN
: (402017 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data

: 20/10/25 6:32 AM

Tgl Cetak : 20/10/25 10:30 AM

Halaman

-1

lap_lIpe_satker_poc

URAIAN 2025 2024 P'éﬁ‘:ﬁﬁﬁm (%)
EKUITAS AWAL 0 0 0 0
SURPLUS/DEFISIT-LO (82,204,002) (91,769,561) 9,565,559| (10.42)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 78,623,352 90,437,811 (11,814,459)( (13.06)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS (3,580,650) (1,331,750 (2,248,900)| 168.87
EKUITAS AKHIR (3,580,650) (1,331,750) (2,248,900)| 168.87

Keterangan :
FINAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. [k

PANGKALAN BALAI, 20 Oktober 2025
Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SADAT PRAYUDI

NIP 197407102006041003




NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

EI
L
[=]

UNIT ORGANISASI : (03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (1100 ) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA 1 (402017 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Tgl Data :20/10/25 7:36 AM
Tgl Cetak : 20/10/25 10:31 AM
Halaman :1
lap_neraca_satker_komparatif_poc
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN
2025 2024 Jumlah Y%
1 2 3 4 5
ASET
ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran 8,600,000 0 8,600,000 0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas 7,984,321,152 0 7,984,321,152 0.00
Persediaan 633,000 0 633,000 0.00
JUMLAH ASET LANCAR 7,993,554,152 0 7,993,554,152
JUMLAH ASET 7,993,554,152 0 7,993,554,152
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 7,984,321,152 0 7,984,321,152 0.00
Utang Yang Belum Ditagihkan 4,213,650 0 4,213,650 0.00
Uang Muka dari KPPN 8,600,000 0 8,600,000 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 7,997,134,802 0 7,997,134,802
JUMLAH KEWAJIBAN 7,997,134,802 0 7,997,134,802
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas (3,580,650) 0 (3,580,650) 0.00
JUMLAH EKUITAS (3,580,650) 0 (3,580,650) ()
JUMLAH EKUITAS (3,580,650) 0 (3,580,650) ()
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 7,993,554,152 0 7,993,554,152
Keterangan : PANGKALAN BALAI, 20 Oktober 2025
FINAL Penanggung Jawab UAKPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. [k

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SADAT PRAYUDI
NIP 197407102006041003




NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: (03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum
: (1100 ) SUMATERA SELATAN

1 (402017 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data :20/10/25 7:36 AM
Tgl Cetak : 20/10/25 10:32 AM

Halaman :1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE KODE
TRN AKUN NAMA AKUN DEBET KREDIT
1 2 3 4 5

0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 8,600,000 0
0.0 111825 Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 7,984,321,152 0
0.0 117111 Barang Konsumsi 633,000 0
0.0 212192 Dana Pihak Ketiga 0 7,984,321,152
0.0 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 0 4,213,650
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 8,600,000
0.0 313111 Ditagihkan ke Entitas Lain 0 103,127,944
0.0 313121 Diterima dari Entitas Lain 27,530,500 0
0.0 313221 Transfer Masuk 0 3,025,908
3.0 425232 Pendqpatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan 0 1,600,000
3.0 425233 Eg;adde{:)a:tan Ongkos Perkara 0 5,115,000
3.0 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 0 20,815,500
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 11,059,170 0
3.0 521211 Beban Bahan 28,223,000 0
3.0 522131 Beban Jasa Konsultan 18,666,664 0
3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,600,000 0
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 50,185,668 0

JUMLAH 8,130,819,154 8,130,819,154

Keterangan : PANGKALAN BALAI, 20 Oktober 2025
FINAL Penanggung Jawab UAKPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. [k

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SADAT PRAYUDI
NIP 197407102006041003




NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2025

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROVINSI

SATUAN KERJA

: (03 ) Ditjen Badan Peradilan Umum
: (1100 ) SUMATERA SELATAN

: (402017 ) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

=
O

Tgl Data :20/10/25 6:32 AM
Tgl Cetak :20/10/2510:32 AM

Halaman :1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN
1 2 3 4 5
0.0 313111 DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN 0 103,127,944
0.0 313121 DITERIMA DARI ENTITAS LAIN 27,530,500 0
3.0 425232 Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan 0 1,600,000
Peradilan
3.0 425233 Pendapatan Ongkos Perkara 0 5,115,000
3.0 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya 0 20,815,500
3.0 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 9,814,520 0
3.0 521211 Belanja Bahan 26,180,000 0
3.0 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 46,946,760 0
3.0 522131 Belanja Jasa Konsultan 18,666,664 0
3.0 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,520,000 0
JUMLAH 130,658,444 130,658,444
Keterangan : PANGKALAN BALAI, 20 Oktober 2025
FINAL Penanggung Jawab UAKPA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. [k

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SADAT PRAYUDI
197407102006041003




RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
ALOKASI Rp. 150,390,000
Halaman :
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2025 SD/
SUBKOMP/ DETIL VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA cP
(1) (2) (3) 4) (5) (6)
005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 150,390,000
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 150,390,000
| 10498CA __ [Perkara Hukum PerseoranganiBase Lnel | _ | Berkas Perars 122,390,000
Lokasi : KAB. BANYUASIN
1049.BCA.U03 ‘I:’tielralsaar: g;c::?a yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di 447.0 Perkara 122,390,000
051 Pendaftaran Berkas Perkara 55,445,000
A TANPA SUB KOMPONEN 55,445,000
521211 Belanja Bahan 5,904,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
- Penijilitan berkas perkara 447.0 PKR 13,210 5,904,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 49,541,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
- Alat Tulis Kantor 447.0 PKR 110,830 49,541,000
052 Penetapan hari sidang 1,440,000
A TANPA SUB KOMPONEN 1,440,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,440,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
- Pengiriman Surat Penetapan Hari Sidang 447.0 KEG 3,222 1,440,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan 8,940,000
penahanan.
A TANPA SUB KOMPONEN 8,940,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 8,940,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
) Ezgggggz Surat Penahanan dan Perpanjangan 447.0 OK 20,000 8,940,000
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan 24,880,000
A TANPA SUB KOMPONEN 24,880,000
521211 Belanja Bahan 24,880,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
- Konsumsi Persidangan Di Luar Jam Kerja 288.0 OK 30,000 8,640,000
- Konsumsi Makan Terdakwa 596.0 OK 15,000 8,940,000
- Konsumsi Pengamanan dari Kepolisian 292.0 OK 25,000 7,300,000
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan 1,900,000
Terdakwa
A TANPA SUB KOMPONEN 1,900,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,900,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
- Pengiriman Petikan/Salinan Putusan 60.0 KEG 31,667 1,900,000
056 Minutasi/Upaya hukum 20,585,000
A TANPA SUB KOMPONEN 20,585,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. [k




RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2025

KEMEN/LEMB (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORG (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
UNIT KERJA (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
ALOKASI Rp. 150,390,000
Halaman : 2
KODE PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ PERHITUNGAN TAHUN 2025 SD/
SUBKOMP/ DETIL VOLUME | HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA CP
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
521211 Belanja Bahan 20,585,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
- Penijilitan Berkas Perkara 374.0 PKR 55,042 20,585,000
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat 7,000,000 U
pertama ;U00,
A TANPA SUB KOMPONEN 7,000,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 5,400,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
- Pengiriman Berkas Banding 20.0 KEG 190,000 3,800,000
- Pengiriman Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa 20.0 KEG 40,000 800,000
- Pengiriman Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa 20.0 KEG 40,000 800,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,600,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
_ Pemberitahuan Putusan Banding Kepada 20.0 OK 40,000 800,000
Jaksa/Terdakwa : ) )
Pemberitahuan Proses Banding Kepada 20.0 OK 40.000 800.000
Jaksa/Terdakwa : ’ ’
058 Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di 2200000 | U
Pengadilan Tingkat pertama T
A TANPA SUB KOMPONEN 2,200,000
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,200,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
_ Pengiriman Putusan Kasasi dan Peninjauan Kembali 5.0 KEG 80.000 400.000
kepada Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum : ’ ’
- Pengiriman Berkas Kasasi dan PK 5.0 OK 180,000 900,000
_ Pengiriman Proses Kasasi/PK/Kepada 5.0 KEG 180.000 900.000
Jaksa/Terdakwa/Penasehat Hukum : ’ ’
1049.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan[Base Line] 30.0 Orang 28,000,000
Lokasi : KAB. BANYUASIN
1049.QBA.032 terlryl'srr:‘an Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan 30.0 Orang 28,000,000
051 Pos Bantuan Hukum 28,000,000 U
A TANPA SUB KOMPONEN 28,000,000
522131 Belanja Jasa Konsultan 28,000,000 RM
(KPPN.160-Sekayu )
_ |1'|(§)nBOLfsfiUm Advokat Piket [2 ORG x 2 JAM x 7 HARI x 280.0 OJ 100,000 28,000,000

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi ENEk(HOFAQBEZ0A9410)

PANGKALAN BALAI, 20 Oktober 2025

SADAT PRAYUDI




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.402017/2025

DS:4395-7860-1570-9529

A. Dasar Hukum:
1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG

2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

3. Provinsi (11) SUMATERA SELATAN

4. Kode/Nama Satker (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Sebesar : Rp. 151.990.000

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN

03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni
2. PNBP
- PNBP TA Berjalan

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
- Pinjaman Luar Negeri
- Hibah Luar Negeri
D. Pencairan dana dilakukan melalui :
1.KPPN SEKAYU
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

No o~ WD =

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.
Rp.
Rp.

( SERATUS LIMA PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH )

(160)

151.990.000
0
0
0
0
Rp.

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Pinjaman Dalam Negeri

- Hibah Dalam Negeri
5. Hibah Langsung

- Hibah Luar Negeri Langsung

- Hibah Dalam Negeri Langsung
6. SBSN PBS

151.990.000

. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).

. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).

. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.

. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman Ill DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.

. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

o O O O O O O

Revisi ke 05

Tanggal : 15 Mei 2025

Jumlah Uang
Rp. 151.990.000
Rp. 151.990.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jakarta, 02 Desember 2024

A.N. MENTERI KEUANGAN

PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi
Provinsi

Kode/Nama Satker

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
I A. INFORMASI KINERJA

:(005)  MAHKAMAH AGUNG

: (03) Ditjen Badan Peradilan Umum

C(11) SUMATERA SELATAN

: (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

DS:4395-7860-1570-9529

Halaman: | A. 1

Program 005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan 1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Indikator Kinerja Kegiatan
Klasifikasi Rincian Output 1 - 1049.BCA Perkara Hukum Perseorangan 447,00 Perkara, Berkas Perkara
Rincian Output 01 BCA.U03 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah 447.00 Perkara
Barat
Klasifikasi Rincian Output 2 . 1049.QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 30,00 Orang
Rincian Output 01 QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN) 30.00 Orang

151.990.000

151.990.000

123.990.000

123.990.000

28.000.000

28.000.000

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002




Kementerian Negara/Lembaga : (005)
Unit Organisasi : (03)
Provinsi 2 (11)
Kode/Nama Satker : (402017)

MAHKAMAH AGUNG

Ditjen Badan Peradilan Umum

SUMATERA SELATAN

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025

| B. SUMBER DANA

DS:4395-7860-1570-9529

Halaman: I B. 1

Pagu Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025 Rp. 151.990.000 Ket : a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing uss$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni Rp. 151.990.000 (2) RPLN Us$ 0 Rp. 0
2. PNBP Rp. b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing uss$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 (2) RHLN Us$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Rp. 0 c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung Rp. 0 d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS Rp. 0 e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah : f. Hibah Dalam N iL IDR
) ibah Dalam Negeri Langsung 0 (dalam ribuan rupiah)
No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING
No. NPP/H per Tahun CARA PENARIKAN
No. Register
1. Pinjaman Luar Negeri 1) Mata Uang NPP/H 1) PP
2. Hibah Luar Negeri 2) Ekuivalen USD 2) PL
3. Pinjaman Dalam Negeri 3) Ekuivalen Rupiah 3) RK
4. Hibah Dalam Negeri 4)LC
5) -
Kode Uraian Kode Dana Kode Dana Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.Cost
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perd i Prama e S NIpLR et Sec

ara digitat menggurakar sertifikat etektromk yang dite

bitkarmofehr Bata Sertifikas Etektromk(BSTE) BSSN:




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025

Il. RINCIAN PENGELUARAN

DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi 2 (1) SUMATERA SELATAN
Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Halaman : II. 1
Kewenangan : (KD) (dalam ribuan rupiah)
BELANJA
KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA BANTUAN LOKASI/ CARA
PEGAWAI BARANG MODAL SOSIAL LAIN-LAIN JUMLAH KPPN PENARIKAN/
[51] [52] [53] [57] [58]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
402017 |PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI - 151.990 - - 151.990
005.03.BF [Program Penegakan dan Pelayanan Hukum - 151.990 - - 151.990
1049|Peningkatan Manajemen Peradilan Umum - 151.990 - - 151.990
1049.BCA|Perkara Hukum Perseorangan - 123.990 - - 123.990, 11.09
(11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)
01(RM - 123.990 - - 123.990 160@
1049.QBA [Layanan Bantuan Hukum Perseorangan - 28.000 - - 28.000f 11.09
(11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)
01(RM - 28.000 - - 28.000 160
JUMLAH - 151.990 - - 151.990

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jakarta, 02 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

NIP. 196805231992121002




Kementerian Negara/Lembaga

Unit Organisasi

Provinsi

Kode/Nama Satker

 (005)
- (03)
(1)

(

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum

SUMATERA SELATAN

: (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025
lll. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

DS:4395-7860-1570-9529

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

RENCANA PENARIKAN

NO| KODE URAIAN SATKER JUMLAH
JANUARI | FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JuLl AGUSTUS |SEPTEMBER| OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | SELURUH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1l 402017 PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI
RENCANA PENARIKAN DANA 0 7.865) 5.153 15.182] 14.807 14.807 14.807 14.807 14.807 13.300 13.300 23.157 151.990)
BELANJA BARANG 0 7.865) 5.153 15.182] 14.807 14.807 14.807 14.807 14.807 13.300 13.300 23.157 151.990)
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan 0 7.865 5.153 15.182) 14.807| 14.807] 14.807] 14.807| 14.807] 13.300) 13.300 23.157 151.990)
Umum
52 BELANJA BARANG DAN JASA 0| 7.865) 5.153 15.182] 14.807 14.807 14.807 14.807 14.807 13.300 13.300 23.157 151.990
PERKIRAAN PENERIMAAN 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.879 46.449
- PNBP (425232) 80 80) 80) 80) 80 80) 80) 80 80 80| 80 80| 960
- PNBP (425233) 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 359 4.275
3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.434 3.440 41.214]

- PNBP (425239)

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025

IVA.BL o KIR DS:4395-7860-1570-9529
Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi (1] SUMATERA SELATAN Halaman : IVA. 1
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN
402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 1.600
52 Belanja Barang Rp. 1.600

005.03.BF | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
1049 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

1049.BCA| Perkara Hukum Perseorangan

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.600
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. NIP. 196805231992121002




DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2025

IVB.CATATAN DS:4395-7860-1570-9529

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG

Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi L[] SUMATERA SELATAN
Halaman: IV.B. 1
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI (dalam ribuan rupiah)
KODE URAIAN KODE URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.

H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. NIP. 196805231992121002




MATRIKS PERUBAHAN (SEMULA-MENJADI)

PER SATUAN KERJA
MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Umum

PROG/KEG/ SEMULA MENJADI SELISIH
ouTPUT JUMLAH BLOKIR JUMLAH BLOKIR JUMLAH BLOKIR
402017  PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 -1,600,000 -1,600,000
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 -1,600,000 -1,600,000
1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 -1,600,000 -1,600,000
1049.BCA Perkara Hukum Perseorangan [Perkara, Berkas Perkara] [00]
3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 -1,600,000 -1,600,000
Volume : 447.00 Perkara, Berkas Perkara 447.00 Perkara, Berkas Perkara 0.00 Perkara, Berkas Perkara
uo3 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat
3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 -1,600,000 -1,600,000
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama
3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 -1,600,000 -1,600,000
A TANPA SUB KOMPONEN
3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 -1,600,000 -1,600,000
52 BELANJA BARANG 3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 -1,600,000 -1,600,000
ARM 3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 -1,600,000 -1,600,000
524113 3,200,000 1,600,000 1,600,000 0 -1,600,000 -1,600,000
Pemberitahuan Proses Banding Kepada Jaksa/Terdakwa
1,600,000 800,000 800,000 0 -800,000 -800,000
Pemberitahuan Putusan Banding Kepada Jaksa/Terdakwa
1,600,000 800,000 800,000 0 -800,000 -800,000

Digital Stamp Sebelum :
Digital Stamp Sesudah :

DS : 4395-7860-1570-9529
DS : 4666-1576-2450-1808

PANGKALAN BALAI, 23 Oktober 2025

SADAT PRAYUDI
NIP 197407102006041003

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. [k




LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
Bulan: September 2025

Kementerian/Lembaga  :(005) MAHKAMAH AGUNG Tgl, No. SP :02 Desember 2024 , DIPA-
005.03.2.402017/2025
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (11.09) SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN KPPN : (160) Sekayu

Satuan Kerja

Alamat dan No Telp

BALAI

:(402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN

: Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin JI. Jaksa

Agung R. Soeprapto, Mulya Agung,Kabupaten

Banyuasin ,

I.  Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 4.386.350,00 Dan Nomor Bukti terakhir
Nomor. 00172/KW/402017/2025

Sante Bk Patisitii Salggpﬁwal Pen?[:'g).?han Pen?;;f;agan Sal?sp{\)khlr

1 2 3 4 5 6

A |BP Kas, BPP dan UM 295.000,00 33.768.666,00 29.677.316,00 4.386.350,00
1.| BP Kas (Tunai & Bank) 295.000,00 33.768.666,00 29.677.316,00 4.386.350,00
2.|BP UM (Voucher) 0,00 0,00 0,00 0,00
3.|BP BPP 0,00 0,00 0,00 0,00

B |BP Selain Kas 295.000,00 16.884.333,00 12.792.983,00 4.386.350,00
1.|BP UP*) 295.000,00 16.884.333,00 12.792.983,00 4.386.350,00
2.|BP TUP?) 0,00 0,00 0,00 0,00
3.|BP LS-Bendahara 0,00 0,00 0,00 0,00
4.| BP Pajak 0,00 0,00 0,00 0,00
5.|1BP Hibah 0,00 0,00 0,00 0,00
6.|BP Lain-lain 0,00 0,00 0,00 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 4.213.650,00

") jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

ll. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas Rp. 4.386.400,00
2. Uang di Rekening Bank Rp. 0,00 (terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas Rp. 4,386.400,00
. Selisih Kas
1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6)) Rp. 4.386.350,00
2. Jumlah Kas (11.3) Rp. 4,386.400,00
3. Selisih Kas Rp. (50,00)

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP
1. Saldo UP Rp. 4.386.350,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan Rp. 4.213.650,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP Rp. 8.600.000,00
4, Saldo UP menurut UAKPA Rp. 8.600.000,00
5. Selisih Pembukuan UP Rp. 0,00
B. TUP
1. Saldo TUP Rp. 0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan Rp. 0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP Rp. 0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA Rp. 0,00
5. Selisih Pembukuan TUP Rp. 0,00
C. Lainnya
1. Saldo Lainnya Rp. 0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA Rp. 0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya Rp. 0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

1. Selisih Kas (111.3) : (50,00) karena Tidak ada pecahan Rp. 50,-
2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00 karena Tidak ada pecahan Rp. 50,-
3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-

4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahqi KAB. BANYUASIN, September 2025
Kuasa Pengguna Anggaran

IR Bendahara Pengeluaran
N G

]
'.“ /o q

SADAT FRAYUDL
NIP 197407402006041003 NIP 199011152020121005

Dicetak pada tanggal 03 Oklober 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
PERIODE TW Il TA. 2025

Kode BA dan Nama BA : ( 005 ) MAHKAMAH AGUNG

Kode Es1 dan Nama Es1: ( 01 ) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Kode Wilayah dan Nama Wilayah: SUMSEL

Kode Satker dan Nama Satker: (402017) Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Objek Penelaahan Kondisi LK Seharusnya

Beri tanda centang (V) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A

Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy) Ada Tidak | Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab v Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE face v Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan v Ada

Laporan Keuangan Tambahan Ada Tidak | Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrual ) Ada
2. Neraca Percobaan Kas \ Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Vv Ada

KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK

Sama Tidak | Seharusnya

Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk v Sama
perbandingan dengan tahun 20227

Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah

dan penyebabnya.
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI
Neraca Balance Ada Tidak | Seharusnya
Adakah Satker Neracanya tidak balance ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> v Tidak
Neraca Tidak Balance "
Saldo antar Laporan Sama Tidak | Seharusnya
2. Apakah Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE v Sama
3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir” di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca Vv Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi
NERACA PERCOBAAN AKRUAL
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA Ada Tidak | Seharusnya
Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu v Tidak
Daftar >> Akun Non Ref)
Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), v Tidak
kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"
TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN
AKUN ASET (1xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya
Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan
1. Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang v Tidak
Rllllavanan Kocohatan di Komonvrictole Dileti
) Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari v Tidak
1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)
Akun Dib dimuk id) dan Uang Muka Belanja Kh BUN (T ksi Hibah, B A i
un' .l a;.lar !mu a (prepaid) dan Uang Muka Be a'nja usus (Transaksi Hibah, Bunga, Ada Tidak | Seharusnya
Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)
Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka v Tidak
(prepaid)
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain \ Tidak
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AKUN KEWAIJIBAN (2xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya

1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar v Tidak

Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211) Ya Tidak | Seharusnya

Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di )
1. v Ya/Tidak
Neraca Percobaan saldo awal )

Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-
2. Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2023? (untuk mengecek akun 391133, v Ya

Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2023)

Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat

3. \ Tidak
Hibah TAYL yang belum disahkan? da

Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2023 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/

Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya
sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang
belum disahkan.

Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya < akun v Ya
2182117
AKUN EKUITAS (3xxxxx) Ada Tidak | Seharusnya

1. Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan V' Tidak

2. Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI v Tidak

3. Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap \' Ya

4. Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya \' Ada/Tidak
Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset

5 Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat v Ya

" yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau

sebaliknva

6 Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung 2 akun 111822-Kas Lainnya di v Ya
Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah

saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk|
semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon

Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)

Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-
Rekon&LK

Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK
dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen
penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?

2. Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan | 0

AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)

1.

Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx) Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ? \' Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBP Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS) Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 423xxx ) Tidak
2. Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621 Vv Tidak
3. Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx \ Tidak
4 Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, v Tidak
425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998
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Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN Ada Tidak | Seharusnya
Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ v Tidak
lain-lain/transfer TAYL

Pengecekan akun yang tidak sesuai karasteristik tupoksi entitas Ada Tidak | Seharusnya

1 Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ v Tidak
" Kejaksaan terdapat pada Kementerian Kesehatan

5 Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan v Tidak
" Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

Akun Pendapatan Hibah (43xxxx) Ya Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah Vv Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya) Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya? Vv Ya/Tidak
Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun v Ya/Tidak

saat menjurnal?

AKUN BELANJA (5xxxxx) Ya Tidak | Seharusnya

1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ? v Tidak

TELAAH TERKAIT BLU Ada Tidak | Seharusnya

1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" \ Tidak
Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e- v Tidak
Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal )
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU v Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU) \' Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU) V' Tidak

Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian .

. . Ya Tidak | Seharusnya

Nilai Persediaan

1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511 473.900
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311 666.900
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311 (193.000
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil? v Tidak

Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan

menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker

kecil/satker besar dan cara2 lainnya.
Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas v Tidak
Masuk(MO07)

Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M0O7-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi

Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut

belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan

dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07

6.  Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? \' Ya/Tidak
Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah

7. belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid- v Ya
192

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. |k




LAPORAN OPERASIONAL

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015) v Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah V' Tidak
3. Adakah beban bunga V' Tidak
4. Adakah beban subsidi \ Tidak
5. Adakah beban hibah \ Tidak
6. Adakah beban transfer \ Tidak
7. Adakah beban lain-lain ) Tidak
Pengecekan saldo Normal Ada Tidak | Seharusnya
Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena )
belum dilakukan update aplikasi') v Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang \ Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban
penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat
bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015 Ya Tidak | Seharusnya

10 Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang v Ya
" (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada,
kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ada Tidak | Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset" V' Tidak

Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.

2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir" v | | Sama
Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi Ya Tidak | Seharusnya

Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119

1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ? V' | | Ya

Contoh 1: Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100)
senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai
Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.

NERACA
Ya Tidak Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN Vv Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ? \' Tidak

Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan
memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak
excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan
"JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)

Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2023 dengan 31 Desember 2022 adakah

3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa \ Tidak
penjelasan?

4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2022, Apakah demikian? v Ya
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TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub
pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran Ya Tidak | Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ? \' Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang Ada Tidak | Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun: v Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca) Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO) Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang Ada Tidak | Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun: v Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Ada
Pengecekan persediaan Ada Tidak | Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO) Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap Ada Tidak | Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun: Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca) Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO) Ada

Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester Il

Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos Ada Tidak | Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat? \' Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ? Ya
7. Adakah beban bansos? Vv Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ? Ya
Pengecekan Jurnal Akrual Ada Tidak | Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x)? v Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ? \' Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ? v Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca \' Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ? Vv Ada/Tidak

- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca \' Ada

KESESUAIAN DENGAN L-BMN
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN Ya/Ada Tidak | Seharusnya

1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK? V' Tidak

2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Desember 2023 di e-Rekon&LK? \' Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMIN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"
Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim)

3. yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi v Tidak
SIMAK ?

4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar? V' Ya

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. |k




Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon Ada Tidak | Seharusnya

Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang
1. meliputi, Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, v

kemudian pilih "daftar BMN")

MENU DAFTAR BMN Seharusnya | Ya Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)? Tidak v
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)
3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)? Tidak | | v
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Ada Tidak | Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus") v Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas? Vv Tidak
Pengecekan TDK

Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak .
1. \' Tidak

bersaldo
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ? Vv Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS \' Tidak
4 Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif v Tidak

" tidak bersaldo
5 Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan v Tidak
" _tidak aktif tidak bersaldo

6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo Vv Tidak

e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan
tidak aktif tidak bersaldo

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini
adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian Ya Tidak | Seharusnya
1.  Apakah Jurnal tahun 2022 telah diselesaikan (Dinihilkan) ? v
2.  Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ? v
Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2023
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi .
X i Ya Tidak | Seharusnya

masing-masing satker)

1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ? v Ya

2 Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta v Ya

__dokumen pendukung terkait?

3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan \' Tidak

4. Apakah PNBP telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat) V' Ya

5. Adakan PNBP digunakan langsung? v Tidak

6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)? v Ya

7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)? \' Ya

8. s Ya

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. |k




CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CalLK Sama Tidak Seharusnya
1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan) Vv Sama
Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada) Ya/Ada Tidak | Seharusnya
5 Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan v Ya
Neraca ?
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara v Ya
memadai sesuai format ?
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai? \' Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ? \' Ada

Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu
bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.

7.

Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?

Ya

Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun
Koreksi?

Ya

9 Apakah belanja dalam rangkan penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?

Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya

Ya

Tidak

Seharusnya

1.

Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional

Ya

Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-
Hibah Langsung Barang

Ya

Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2023 - Saldo
Awal Penyusutan/Amortisasi 2023

Ya

Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan
beban persediaan terlampir)

Ya

Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CalLK - LRA

Ada

Tidak

1.

Apakah terdapat pengungkapan atas Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA
terkait penanganan Pandemi Covid-19

Jika terdapat Refocussing kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan
Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total
anggaran K/L

Rp

Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau
PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19

Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBP) khususnya
sebagai dampak Pandemi Covid-19

Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19

Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19

Kecukupan pengungkapan pada CalLK - Laporan Operasional

Ada

Tidak

7.

Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau
PNBP) sebagai dampak Pandemi Covid-19

Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elekironik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN. |k




Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi
Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas Ada Tidak

Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer
10 Masuk — Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin v
" berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan

pandemi COVID-19.

11 Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, v
" barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19

Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca Ada Tidak
12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain : v
a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19 v
b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19 \'
c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19 v
d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan ................... V'
13. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain : Vv
a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19 \'
b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19 v

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis
penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA,
serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Mengetahui Pangkalan Balai, 24 Oktober 2025
Pejabat Penyusun LKKL, Penelaah,
Lelly Suherlina, A.Md Muhammad Iman Septian, S.IP.
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LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode September 2025
Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Hal 1 dari 2
JUMLAH SELURUHNYA 150,390,000 0 86,243,611 16,884,333 103,127,944 5857 % 47,262,056
BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 150,390,000 0 86,243,611 16,884,333 103,127,944 68.57 % 47,262,056
BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum 150,390,000 0 86,243,611 16,884,333 103,127,944 68.57 % 47,262,056
BCA Perkara Hukum Perseorangan 122,390,000 0 69,910,280 14,551,000 84,461,280 69.01 % 37,928,720
BCA.UO3 Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat 122,390,000 0 69,910,280 14,551,000 84,461,280 69.01 % 37,928,720
051 Pendaftaran Berkas Perkara 55,445,000 0 45,830,760 4,366,000 50,196,760 90.53 % 5,248,240
051.0A TANPA SUB KOMPONEN 55,445,000 0 45,830,760 4,366,000 50,196,760 90.53 % 5,248,240
521211  Belanja Bahan 5,904,000 0 0 3,250,000 3,250,000 55.05 % 2,654,000
521811  Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 49,541,000 0 45,830,760 1,116,000 46,946,760 94.76 % 2,594,240
052 Penetapan hari sidang 1,440,000 0 597,000 237,000 834,000 57.92 % 606,000
052.0A TANPA SUB KOMPONEN 1,440,000 0 597,000 237,000 834,000 57.92 % 606,000
521114  Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,440,000 0 597,000 237,000 834,000 57.92 % 606,000
053 Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan. 8,940,000 0 3,674,200 608,000 4,282,200 47.90 % 4,657,800
053.0A TANPA SUB KOMPONEN 8,940,000 0 3,674,200 608,000 4,282,200 47.90 % 4,657,800
521114  Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 8,940,000 0 3,674,200 608,000 4,282,200 47.90 % 4,657,800
054 Pemeriksaan di sidang pengadilan 24,880,000 0 7,790,000 2,770,000 10,560,000 42.44 % 14,320,000
054.0A TANPA SUB KOMPONEN 24,880,000 0 7,790,000 2,770,000 10,560,000 42.44 % 14,320,000
521211  Belanja Bahan 24,880,000 0 7,790,000 2,770,000 10,560,000 42.44 % 14,320,000
055 Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa 1,900,000 0 707,600 269,500 977,100 51.43 % 922,900
055.0A TANPA SUB KOMPONEN 1,900,000 0 707,600 269,500 977,100 51.43 % 922,900
521114  Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1,900,000 0 707,600 269,500 977,100 51.43 % 922,900
056 Minutasi/Upaya hukum 20,585,000 0 6,980,000 5,390,000 12,370,000 60.09 % 8,215,000
056.0A TANPA SUB KOMPONEN 20,585,000 0 6,980,000 5,390,000 12,370,000 60.09 % 8,215,000
521211  Belanja Bahan 20,585,000 0 6,980,000 5,390,000 12,370,000 60.09 % 8,215,000
057 Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama 7,000,000 0 3,546,320 465,600 4,011,920 57.31 %

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalaakproses alcairdsikosebagaivealisadbdkhirenggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.




LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025
Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode September 2025
Kementerian : 005 MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi 03 Ditjen Badan Peradilan Umum
Satuan Kerja : 402017 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI Hal 2 dari 2
057.0A TANPA SUB KOMPONEN 7,000,000 0 3,546,320 465,600 4,011,920 57.31 % 2,988,080
521114  Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 5,400,000 0 2,026,320 465,600 2,491,920 46.15 % 2,908,080
524113  Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1,600,000 0 1,520,000 0 1,520,000 95.00 % 80,000
058 E;zrr::rr;gaanan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat 2,200,000 0 784,400 444,900 1,229,300 55.88 % 970,700
058.0A TANPA SUB KOMPONEN 2,200,000 0 784,400 444,900 1,229,300 55.88 % 970,700
521114  Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 2,200,000 0 784,400 444,900 1,229,300 55.88 % 970,700
QBA Layanan Bantuan Hukum Perseorangan 28,000,000 0 16,333,331 2,333,333 18,666,664 66.67 % 9,333,336
QBA.032 Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum 28,000,000 0 16,333,331 2,333,333 18,666,664 66.67 % 9,333,336
051 Pos Bantuan Hukum 28,000,000 0 16,333,331 2,333,333 18,666,664 66.67 % 9,333,336
051.0A TANPA SUB KOMPONEN 28,000,000 0 16,333,331 2,333,333 18,666,664 66.67 % 9,333,336
522131  Belanja Jasa Konsultan 28,000,000 0 16,333,331 2,333,333 18,666,664 66.67 % 9,333,336

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.
*SPM Koreksi dalaakproses alcairdsikosebagaivealisadbdkhirenggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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